erdasarkan kosa
kata Demokrasi
berasal dari kata
DEMOS yang artinya rakyat dan
CRATOS yang artinya kekuasa-
an. Sehingga secara harfiah
pengertian Demokrasi adalah

Secara filosofis berdasarkan
teori KONTRAK SOSIAL, (Tho-
mas Hobes) hakekat keberadaan
seluruh lembaga penyelenggara
Negara dan para pejabatnya
dalam tatanan suatu Negara,
adalah atas dasar kehendak,
kuasa dan penunjukan dari
rakyatnya

Mereka ditunjuk oleh

rakyat, mewakili rakyat dan

w @Haskiwg

Ralk

kyat

kepentingan bersama yang lebih
besar, serta - rela ‘menyisihkan
sebagian-harta_yang | dimilikinya
untuk menggaji mereka (pajak).
Salah satu substansi
amanat. yang' terkandung -dalam
Konstitusi UUD 45, adalah me-
wajibkan Pemerintah sebagai
representasi Negara untuk
mampu  melindungi, mencerdas-
kan dan mensejahterakan rakyat-
nya. Atas dasar pemikiran tersebut
di atas, perfa_nyaa'n'nyé' ‘adalah :

dari Iembaga penyelenggara
Negara memposisikan diri sebagai
pelayan yang harus fokus dalam
memberikan pelayanan dan per-
lindungan dengan sebaik-baiknya
kepada masyarakat.

Jawabannya tentu saja
pantas bahkan wajib. Kacamata
moral akan menilainya sebagai
sesuatu yang lroni, jika hari begini
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informasi yang 2

F{SIERC /)
EY lpa i untuﬁela’ \
batasn sebaglan}ha aknyaireml‘ ‘waktu ke wakiu

eknologi
asinya dari
r"heningkat
telah menyebabkan terjadinya feno-
mena The Border less, dimana
Interaksi masyarakat dunia seakan
akan tidak lagi dibatasi oleh ruang
dan waktu. Nilai-nilai global tentang
demokratisasi, supremasi hukum
dan HAM serta lingkungan hidup
yang pada awal' tahun delapan
puluhan masih menjadi wacana, kini
telah melembaga dan membudaya di
tengah masyarakat.
Seiring dengan perjalanan

waktu Penetrasi dan internalisasi

proses secara eskalatif sehlngga
pada akhirnya mampu menjadi triger
yang menyadarkan seluruh lapisan
dan komponen masyarakat akan
hak-haknya sebagai stake holder
untuk dilayani, dilindungi, dicerdas-
kan dan disejahterakan oleh Peme-
rintah sebagai representasi dari pada
Negara. Bola salju demokrasi yang
terus menggelinding pada akhirnya
mampu menyatukan kekuatan dari



seluruh lapisan dan komponen
masyarakat menjadi satu komit-
men yang menuntut adanya
perubahan total terhadap sistim
pemerintahan orde baru yang
dinilainya otoriter dan tidak sejalan
lagi dengan amanat Konstitusi
UuD 45.

Melalui Reformasi yang

kuatan sipil atas birokrat pemerin-
tahan, toleransi dengan menerima
dan menghargai kemajemukan,
Pelibatan masyarakat dalam
menentukan kebijakan publik,
Menguatnya Kontrol sosial oleh
LSM maupun Pers, Lembaga Pers
yang lndependen serta dilaksana-
kannya i dan

terjadi pada bulan Mei tahun 1998 _aktntabi

lalu, telah terjadi beberapa peruba*

han besar dalam sistim pémg--t

rintahan dan tatacara pengel@l
Negara. Berbagai pe

besar tersebut antage
mLED45,

sanakannya amangdep
yang pada masg
Orde baru dinilai
nya sebagai jse=
suatu hal yang sa="
ngat tabu (sal
berobahnya sistim’
pemerinta
yang sentralistik
ke desentralistik |
(Otda), kebijakan |
politik multi partai.|
Penyelenggarah
Pilkada dan Pil-\ /4
pres secara lang-
sung oleh rakyat,
Kebebasan pers
yang independen
dan bebas dari
intervensi, kebebasan bagi masya-
rakat untuk menyatakan pendapat-
nya di muka umum. Peran dan
kedudukan DPR yang tidak lagi
menjadi lembaga stempel atau
bagian dari penguasa. Lepasnya
Institusi Polri dari ABRI, serta sistim
pemerintahan yang lebih demo-
kratis.

Perobahan besar tersebut
menjadi tonggak dimulainya
peradaban masyarakat sipil di bumi
Indonesia yang bercirikan nilai-
nilai demokrasi, kesetaraan ke-

()

sudah banyak perobahan men-

dasar dalam sistii pemerintahan,

- ——
-

L e e |

saja masyarakat belum-merasakan
adanya peningkatan dibidang

keamanan, kualitas kehidupan,
kecerdasan dan kesejahteraan
tersebut secara signifikan. Yang
lebih dirasakan secara nyata justru
masih adanya riak euphoria yang
mengidentikan demokrasi sebagai
kebebasan untuk mengekspresi-
kan pendapat dan kehendaknya
dengan menghalalkan segala cara,
sebagaimana terjadinya kasus

demo anarkis di DPRD Medan harapan masyarakat terhadap
@nastg';ﬁ& No. 113/tahun zoogm

ndatspun pasca Reformasi™

pada awal bulan Februari yang
lalu.

Berbagai kegiatan diskusi
dan seminar serta pooling pen-
dapat yang dimediasi oleh ber-
bagai media informasi, semakin me-
nguatkan analisa tentang buruknya
kinerja pemerintah sebagai satu-
satunya penyebab. Yang indikator-
nya antara lain ditandai oleh
b\é’berapa ciri :
ﬁmama Adanya sikap dan pola

,gn hanya memandang
2 bt ’g spek kewenangan
! J h yang muncul di-
q ah perilaku pejabat
‘ blik. yang arogan,
= baal'dan\menutup diri,
g‘ﬁ_-. mengabaikan
“! k@wajiban | pokoknya
yangpaling asasi dalam
mealayani masyarakat.
& Lernahnya fungsi
fol yang berdampak
@ terjadinya domi-
ijakan personal
it terhadap aturan

a /Rantai birokrasi

banjang dan ber-
pelit.

eempat Kebijakan

publik yang sarat de-

ngan perilaku Korupsi,

“ Kolusi, Nepotisme.

Kelima Rendahnya kualitas di-
siplin dan etos kerja pegawai
negeri yang berdampak kepada
lambatnya Kkualitas pelayanan
publik.
Ketujuh Kualitas manajemen
Pemerintahan yang tidak produkiif,
tidak efektif dan tidak efisien.
Kedelapan kualitas pelayanan
publik yang tidak akuntabel dan
tidak transparan.

Untuk mengakomodir

rmasi POLRI

y Media iy

fokus
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perbaikan kinerja Pemerintahan
tersebut, Pemerintah telah menyu-
sun dan menetapkan Program
Reformasi Birokrasi untuk dilak-
sanakan oleh seluruh jajaran
Pemerintahan, baik di lingkungan
lembaga departemen (LDP)
maupun lembaga non departemen
(LNDP). Program pemerintah
tentang, Reformasi Birokrasi tsb
secara yuridis dilandasi ole

Peraturan Meneg PAl
Per/15/M.PAN/7/2008;
Pedoman umum Refar
Birokrasi.

Reformasi Birokrasi pada
hakekatnya merupakan upaya
untuk melakukan pembaharuan
dan perobahan mendasar ter-
hadap sistim penyelenggaraan
pemerintahan, terutama yang
menyangkut aspek Kelembagaan,
aspek Ketata laksanaan dan aspek
Sumberdaya aparatur atau manu-
sianya. Reformasi Birokrasi dilak-
sanakan dalam rangka mewujud-
kan Tatakelola pemerintahan yang
baik (Good Governance).

Reformasi Birokrasi Polri

Polri adalah salah satu
Institusi yang paling cepat dalam
merespon tuntutan Reformasi,
dimana tanpa ada iming-iming
remunerasi pun, sesungguhnya,
Polri sudah memiliki kornitmen
yang kuat untuk melakukan per-
ubahan dan pembaharuan. Komit-
men tersebut diwujudkan dengan
ditetapkan dan disosialisasikannya
konsep Reformasi dibidang Struk-
tural, Reformasi dibidang Instru-
mental dan Reformasi dibidang
Kultural. Yang tertuang dalam

buku, biru dengan judul " Refor-
masi menuju Polri yang Profe-
sional” (Drs. Roesman Hadi SH,
Jenderal Polisi, 1 July 1999).

‘Launching Reformasi Biro-
krasi' Polri 'yang telah diacarakan
secara seremonial pada tanggal 30
Januari yang lalu, dengan dihadiri
oleh' Presiden ‘RI.-Wakil Presiden,
Panglima TNI, Beberapa menteri
kabinet Indonesia Bersatu, Para
Duta besar Negara sahabat serta

Pejabat tinggi sipil, pemerintahan
dan Militer lainnya, pada hakekat-

nya merupakan ekspresi sema-
ngat Polri yang menggebu, seka-

E @naskitgag |No. 113/tahun 2009

ligus merupakan deklarasi yang
menyatakan kesiapan Polri untuk
melaksanakan Reformasi Birokrasi
di lingkungan lembaganya.
Namun disisi lain Kehadiran
Presiden Rl dan para Pejabat tinggi
Negara tersebut akan menjadi
tantangan bagi Polri yang taruhan-
nya adalah harga diri dan kredibili-

‘lalu, harus benar-
aksanakan secara
nkonsisien.

Sesuai 'dengan Peraturan
Meneg PAN,"nomor.|: PER/15
Polri/M.PAN/7/2008. Tentang Pe-
doman umum Reformasi Birokrasi,
arah perobahan Reformasi
Birokrasi Polri, difokuskan kepada
9 sasaran Program, yaitu : Program
Transformasi budaya, dengan
misi, menginventarisir dan
menghilangkan.nilai’ nilai budaya

g EET|

organisasi yang bersifat kontra-
produktif dengan tuntutan peruba-
han, untuk digantikan dengan nilai-
nilai dan budaya organisasi yang



klneﬂa Programf valua: .'?;ff'
dengan misi me osa kondisi
awal kme”rjau“g Eigga dengan
mt;li Ar(}ya dari a%pek

/ %pemlmpgap, Perencar aan ki

organisasinya, Proses. MSDM,
Penerapan sistim penganggaran
berbasis  kinerja, Pengukuran,
analisis dan manajemen informasi

kinerja- serta manajemen proses

nya. Penentuan Profil Polri 2025.
Menentukan _kriteria _postur- Paolri
baik sebagai -individu maupun
lembaga, yang sesuai dengan
tuntutan perobahan dan tantangan
yang akan dihadapi Polri- pada
tahun 2025 nanti.

Mencermati perkem-
ingkungan__strategi:
khususnya pergeseran paradigma
di tengah masyarakat yang sedang
berubah menuju kepada per-
adaban masyarakat madani, maka
Reformasi Birokrasi Polri adalah
sebuah Kebijakan strategis yang
dampaknya amat signifikan ter-
hadap eksistensi, kredibilitas dan
legitimasi Polri dimasa yang akan
datang. Analisa tersebut didasari
oleh beberapa pertimbangan,
sebagai berikut.

&tah‘an maupun
ni, tengah berlomba
ﬁifg_- ubahan dan

diri dengan_.tu ruiu ap keadaan.

Bahkan di jaj _therintahan
nerja, efektlfltas dan eflsmnsh;_ 1 ¥ E’@m

sehingga dinilai dan diakui Iayak
untuk mendapatkan Tunjangan
kinerja, (contoh : Depku, MA, KPK,
BPK).

Ketiga Adanya beberapa Instansi
yang menjadi kompetitor Polri.
Contoh : TNIAD dalam konteks pe-
nyeleggaraan Keamanan nasional
dan penanganan terorisme, Kejak-
saan dalam konteks kewenangan
dibidang penyidikan, lembaga KPK
dalam konteks penanganan kasus
korupsi, Dinas Perhubungan dalam
konteks kewenangan pelayanan

Inaales some
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dualan raya. Pemda (Satpol PP)
dalam konteks penyelenggaran
dan pemeliharaan ketentraman
dan ketertiban masyarakat (Tram-
tibmas), Instansi TNI AL dalam
konteks penganan penyidikan
terhadap kasus pencurian kekayan
negara di laut, Instansi Imigrasi
dalam konteks penanganan WNA.
Beacukai dalam konteks area
penyidikan di Pelabuhan, serta
adanya fenomena dari berbagai

enasLing
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Instansi yang memiliki PNS yang
memperlihatkan kecenderungan-
nya untuk mandiri, lepas dari
pembinaan, pengawasan dan
pengendalian Polri.

Keempat Semakin terbukanya
ruang publik diberbagai media
informasi yang secara aktif ber-
usaha memfasilitasi setiap keluhan
masyarakat terhad‘ép‘ ng’h‘ﬁg"é_;
penyelenggara negaré"‘ ‘(-I‘é,m,gg,az
publik). &,
Kelima Semakin eksisnya peran
LSM yang visi misi nya memfasili=
tasi aspirasi masyarakat serta
mengkritisi kinerja dan kebijakan

mengontrol dan mengkritisi setiap
lembaga penyelenggara negara
dan lembaga publik untuk tidak
melakukan perbuatan Maladminis-
trasi.

Kedelapan Kelahiran UU No.14
tahun 2008, tentang Keterbukaan
informasi publik, memandang

baga penyelenggara negara dan
atau lembaga Publik untuk mem-
berikan pelayanan terhadap per-
mintaan datadan informasiapapun
yang diperlikan masyarakatnya.

Kesembilan Reformasi Birokrasi
Polri bukan/ide atau. gagasan,inter-
nal | Polri, . melainkan “kebijakan
Pemerintah yang wajib dilaksana-
kan oleh seluruh lembaga dalam
jajaran Pemerintahan baik Depar-
temen maupun Non Departemen,
yangsasaran program, wakiu mau-
pun-pentahapannya telah ditentu-
kan secara rigid berdasarkan Time
schedule. Bahkan pada Per-

tengahan Maret 2009 Ketua Tim

pengarah Reformasi Birokrasi Polri
harus” melaporkan Proses pelak-
sanaan dan_hasilnya yang sudah
dicapai (Progress report) kepada
Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

[ enudrus

Pemerintah. Contoh Lembaga
Police watch, Lembaga Transpa-
rency International, Lembaga
peduli Bangsa.

Keenam Komitmen DPR untuk
memperbaiki citranya, dengan
berusaha melaksanakan fungsi
dan kewenangannya secara rigid
dan konsisten dibidang Kontrol.
Ketujuh Kelahiran UU No.37
tahun 2008 tentang lembaga
Ombudsman yang visi misinya

Keésepuiuh semakin mema-
syarakatnya teknologi komunikasi
HP dan Internet, sehingga setiap
orang dari berbagai lapisan sosial
dapat mengirimkan informasi dan
keluhannya dibidang apapun dan
kepada siapapun dengan mudah
dan cepat melaului media SMS,
MMS atau e-mail.

Kesebelas Launching Reformasi
Birokrasi Polri yang dilaksanakan
secara seremonial dengan dihadiri
oleh Presiden Rl dan Wakil

No. 113/tahun 2009

Presiden, Para Duta besar Negara
sahabat dan para pejabat VVIP
lainnya, pada hakekatnya merupa-
kan deklarasi tentang kesiapan dan
kesungguhan Polri dalam me-
laksanakan Reformasi dilingkung-
an organisasinya.

Dengan demikian di-
dari _aspek sosiologis
losofis _maupun _yuridis.
irokrasi Polri, merupa-
kebiiakan yang tidak
A ji. (Conditio sine

sbab Jika tidak. maka
nq akan ‘dihadapi Polri
sungguh sangatbesar. Antaralain :
Pertama Melemahnya eksistensi

dan legitimasiiinstitusi Polri dimasa

depan Sehinggaimasyarakat akan
lebih berpaling kepada Instansi lain
yang justru menjadi kompetitor
Polri.

Kedua Polri akan dimintai per-
tanggunganjawaban tentang
komitmennya terhadap visi dan
misi Polri,; sebagaimana yang telah
disampaikan  Kapolri pada wakiu
pelaksanaan Fit and Proper test di
DPR.

Ketiga. Melemahnya dukungan
DPRkepada Polri, sehingga setiap
kebijakannya dibidang Legislasi,
dibidang kontrol dan budgetting
tentu akan merugikan Polri. Ter-
masuk Kemungkinan dicabut dan
dilimpahkannya beberapa kewe-
nangan yang dimiliki Polri kepada
Instansilain.

Kempat Kehadiran UU 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Infor-
masi publik dan UU No.37 tahun
2008 tentang Lembaga Ombuds-
man, pada hakekatnya merupakan
penguatan terhadap lembaga
kontrol dalam mengawasi Polri dan
lembaga publik lainnya.



Pada gambar
menunjukan gambara
Reformis sehmgga
diyakini dihargai dan selalu didekati
masyarakatnya.
Kebijakan Reformasi
Birokrasi memang tidak
bisa dilaksanakan secara
instan oleh sebab itu
dalam prosesnya harus di-
laksanakan secara gra-
dual. siste

kanan

konsisten. Reformasi
Birokrasi Polri memerlu-
kan proses dan waktu
yang cukup panjang
bahkan sepanjang masa
atau long life program,
Untuk itu berdasarkan
karakteristik permasalahan dan
tantangan yang dihadapinya maka
Reformasi Birokrasi Polri seyogya-
nya dimulai dari hal-hal yang paling
kecil dan sederhana namun ber-

sisten menjadi

tranmsn .budaya masyarakat yang
sedang menuju. kepada

masyarakat _madani_atau ‘masya-

rakat Slpl| memeriukan kesediaan

A .,

dan kesiapan POLRI untuk mem-
posisikan masyarakat sebagai
"Tuan" yang harus dilayaninya dan
memposisikan dirinya secara tulus
sebagai "Pelayan" Yang harus

@naskiE g

perubahan Lembaga

harus mpu men-
d mengi-
g ka

nya ke-

a
‘lp oba an( rs~
spge to ¢ ang seca

suasif p?&( dan |ke dali anY\
é-- ! gga’ %rjam ﬂobahe&fslggp\ JTakarta Febrt
perllaku yang mendukungj

a meridhoi segenap
abdian terbaik kita,
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